BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2021

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Utara, sebagaimana telah diubah melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021;

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta
dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara, perlu dilakukan penajaman Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan perubahan indikator
program berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah



Mengingat:

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-
2021, perlu dilakukan penyesuaian karena
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun2016-2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repubublik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4689);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5039);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
InstansiPemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2012 - 2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Konawe Utara 2012 - 2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Utara sebagaimana telah diubah melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Utara.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan beberapa pengertian yang berbunyi
sebagai berikut :

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahanyang menjadi
kewenangannya.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis,
efisien, dan efektif.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan
penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD
untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan PeraturanDaecrah.

Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaranSatuan
Kerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakansecara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Kegiatan  Perangkat Daerah adalah  serangkaian  aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program.

. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian Kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).




o. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa
dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

p. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu
yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan
dalam satu program.

q. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh daripencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

r. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.

s. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program.

t. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutuhidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi

sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021 merupakan

(1) Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Utara.




3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) danayat (2) diubah, sehingga pasal 3 ayat
(1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 ini disusun dengan

maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun
kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Konawe

Utara secara berkesinambungan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka tujuan perubahan RPJMD Kabupaten

Konawe Utara 2016-2021, sebagai berikut :

a. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD 2019
sampail dengan 2021 yang merupakan perencanaan tahunan
berupa program beserta target dan pagu yang bersifat
indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

b. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing
perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 berdasarkan
urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi
PerangkatDaerah.

c. Menyediakan  instrumen sinkronisasi penyelenggaraan

pembangunan daerah mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai
denganevaluasi.

4. Ketentuan Pasal 4 tentang Sistematika diubah dari 10 (sepuluh)
BAB menjadi 9 (sembilan) BAB, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 terdiri dari :
BabI : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta
sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan
aspek daya saingdaerah.




Bab III :

BabIV:

Bab 'V :

Bab VI:

Bab VII:

Bab VIII:

Bab IX:
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GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu- isu
strategis pembangunan daerah tahun2016-2021.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN

Memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta
program pembangunan prioritas berdasarkan strategi
yang dipilih dengan target capaian indikatorkinerja
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu
indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab
berdasarkan bidangurusan.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat penetapan indikator Kkinerja daerah yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah yvang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode
masajabatan.

PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah
periode RPJMDberakhir.




Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 5 uCy 2019

UPATI KONAWE UTARA,

'
/" H.RUKsAMIN A
Diundangkan di Wanggudu

pada tanggal 5 duld 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KQNAWE UTARA, R

H. MARTAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019
NOMOR 0%

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA ( 3 /58 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1.

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016-2021

UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-
2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang (RPJMD)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati
dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012- 2032 serta dengan
memerhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat
Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan
strategis lainnya di tingkat KabupatenKonawe Utara. Selain
visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program
beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD
selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan
Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
PemerintahanDaerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendaloan dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain
itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan

apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah
yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017;dan

c. Terjadi perubahan yangmendasar;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu
dilakukan  perubahan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 tahun 2106 tentang
RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021. Hal
lain yang mendasari dilakukannya perubahan adalah:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016-2021
menunjukkan hal- hal sebagaiberikut:

a. Perumusan terhadap kebijakanRPJMD

Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah

kebijakan tahunan, sehingga prioritas tahunan

sebagai pedoman penyusunan RKPD belum terfokus
denganjelas.
b. PelaksanaanRPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun

2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 9 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2018. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum

sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD,

sehingga terdapat ketidaksesuaian antara program

RPJMD dengan program RenstraPerangkat Daerah.

c. Evaluasi hasilRPJMD

Target sasaran yang dirumuskan terlalu tinggi pada

akhir periode RPJMD (tahun 2021), hal ini dilihat dari

realisasi pembangunan pada tahun pertama/transisi

(2016) sampai dengan tahun 2017.
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2. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, pemerintah daerah
berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan nilai
SAKIP secara nasional, dengan demikian penyusunan
perubahan RPJMD ini juga mengakomodir Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sehingga perlu dilakukan:

a. Penajaman jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari
170 indikator menjadi 43 indikator, adapun sisanya
dilakukan sinkronisasi untuk menjadi indikator
Renstra Perangkat Daerah.

b. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan
kebijakan Perangkat Daerah(Renstra-PD)

c. Sinkronisasi antar bab dalamRPJMD

d. Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah
dengan kebijakan tahunandaerah
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-

2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan

selanjutnya  dijadikan pedoman dalam = menyusun

Perubahan  Renstra-Perangkat  Daerah. Pelaksanaan

Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD

sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah

Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2019 s/d 2021.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas
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